10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standhr
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2);
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Pasal 2

&( <
4
(5 Rp. 290.007.283.203,00
I( 8& ( Rp. 13.976.247.004.00
Rp. 303.983.530.207,00
4
1) 5 Rp.1.074.521.018.050,00
I( 8& ( Rp. 56.370.264.556.00
: Rp. 1.130.891.282.606,00
643
(5 Rp. 282.604.168.413,19
I( 8& ( +4 232.746.287.000.00
+4 515.350.455.413,19
&I( &( %
<
4
1) 5 Rp. 220.156.344.518.00
I( 8& ( Rp. 15.014.621.983.00
, Rp. 235.170.966.501,00
+
(5 Rp. 46.646.761.043,00
I( 8& ( Rp.  (8.797.280.803.00)
: Rp.  37.849.480.240,00
9
)5 Rp.  9.875.961.842,00
I( 8& ( Rp.  3.315.155.032,00
+ 13.191.116.874,00
4 3
(5 Rp. 13.328.215.800.00
I( 8& ( Rp. 4.443.750.792,00
Rp. 17.771.966.592,00
&1( & ( $
<
(5 +4  675.976.472.050,00
I( 8& ( Rp. 56.370.264.556,00

+4 732.346.736.606,00



b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 385.085.246.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp, 0.00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 385.085.246.000,00

>ana alokasi khusus

) Semula Rp. 13.459.300.000,00
) Bertambah/(berkurang) 0,00
himlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 13.459.300.000,00

-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 163.084.468.413,19

) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.611.134.000.00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 219.695.602.413,19

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 63.214.153.000.00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 63.214.153.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 119.519.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 112.921.000.000.00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 232.440.700.000,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Belanja tidak langsung
1) Semula Rp. 667.251.770.352,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 121.182.151.764,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 788.433.922.116,00

b. Belanja langsung

1) Semula Rp. 1.156.539.738.077,19
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 454.427.210.879,23
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.610.966.948.956,42

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 518.761.973.276,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 102.263.961.164,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 621.025.934.440,00
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&I( &( $

5,3 <
(5 Rp. 186.534.038.763,00
2) 8 & ( Rp, 280.332.564.083.23
5,3
Rp. 466.866.602.846,23
&1( &( $
& 7 (
(5 Rp. 9.875.000.000,00
I( Bertambah/(berkurang) Rp. 7.816.000.000.00
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan
Rp. 17.691.000.000,00
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